SALINAN
NOMOR 19/2018

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 95
TAHUN 2015 TENTANG STANDAR DESAIN KARCIS RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemungutan Retribusi Pengolahan

Mengingat : 1.

Limbah Cair, perlu menyesuaikan Peraturan Walikota
Malang Nomor 95 Tahun 2015 tentang Standar Desain

Karcis Retribusi Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang
Nomor 95 Tahun 2015 tentang Standar Desain Karcis

Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam ligkungan
Propinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia

Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2003, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Negara Nomor 4286);



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 140 Tahun 2005. Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 62 ) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan



Menetapkan :

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang

Tahun 2014 Nomor 12);

9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah

Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);

10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kota Malang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 95
TAHUN 2015 TENTANG STANDAR DESAIN KARCIS
RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 huruf a dalam Peraturan Walikota
Nomor 95 Tahun 2015 tentang Standar Desain Karcis
Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2015
Nomor 96) ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 5 sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi yang dipungut dengan karcis retribusi, sebagai
berikut:
a. Obyek Retribusi Jasa Umum:

1. retribusi pelayanan kesehatan,;
2. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
3. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. retribusi pelayanan pasar; dan
5. retribusi pengolahan limbah cair

b. Obyek Retribusi Jasa Usaha:
1. retribusi terminal,

2. retribusi tempat rekreasi dan olah raga; dan



3. retribusi tempat khusus parkir.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 22 Juni 2018

Pjs. WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHID WAHYUDI
Diundangkan di Malang
pada tanggal 22 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
ttd.
WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019




